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ABSTRAK 

24 tahun sejak reformasi bergulir, praktik korupsi bukannya makin menurun, namun justru menunjukkan 
grafik meningkat. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2020, menurut data Transparency International, 

Indonesia melorot berada di poin 40 atau berada di peringkat 102 dari 180 negara. Persoalan kian rumit 
dengan keberadaan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi  melalui UU No 19 
Tahun 2019 yang justru memuat aturan yang dari sisi proses pembentukan bermasalah dan dari sisi materi 

bertolak belakang dari ketentuan sebelumnya. Padahal, Pancasila yang menjadi rechtidee dalam 
penyusunan peraturan perundang-undangan secara tegas menolak praktik korupsi yang dituangkan melalui 
prinsip keadilan sosial serta kemanusiaan yang beradab. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 
normatif, dengan pendekatan konseptual (concept approach) dan pendekatan undang-undang (statute 

approach). Metode analisis data dengan normatif kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap 
terdaptanya masalah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan secara nyata menabrak nilai-nilai 
Pancasila.  Padahal di saat yang bersamaan, Pancasila kerap dibicarakan dan menjadi jargon heroik. 

Upaya pribumisasi Pancasila melalui berbagai perangkat peraturan perundang-undangan semestinya 
dilakukan secara komprehensif dan simultan.  
 

Kata Kunci: Pancasila, Korupsi, Peraturan Perundang-Undangan  

 

 

 

A. Pendahuluan  

Praktik korupsi di Indonesia menjadi 

persoalan yang krusial bagi penyelenggara 

negara baik di tingkat daerah maupun di 

tingkat pusat.  Dalam catatan KPK, sejak 

pilkada langsung digelar pada tahun 2005 

hingga tahun 2020 lalu, sedikitnya terdapat 

300 kepala daerah yang tersangkut kasus 

korupsi, 124 di antaranya ditangani KPK. 1 

Belum lagi perkara yang menyeret pejabat 

di tingkat pusat baik dari kalangan 

eksekutif maupun kalangan legislatif.  

 

Riset Transparancy International (TI) pada 

tahun 2020 mengungkapkan Indeks 

Persepsi Korupsi (corruption perception 

index) Indonesia mengalami penurunan. 

                                                             
1 “KPK Catat 300 Kepala Daerah Jadi Tersangka 
Korupsi Sejak Pilkada Langsung.” 

Dari poin 40 pada tahun 2019 melorot 

berada di poin 37 pada tahun 2020, dengan 

skala 1-100. Sedangkan peringkat 

Indonesia berada di rangking 102 dari total 

180 negara yang disurvei.2  

 

Keadaan semakin miris, saat pandemi 

Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 

2020 lalu, dana bantuan sosial (bansos) pun 

tak luput dikorupsi. Tak tanggung-

tanggung, korupsi dana bansos ini 

melibatkan Menteri Kementerian Sosial. 

Korupsi dana bansos tidak hanya terjadi di 

pejabat pusat, korupsi program jaring 

pengaman sosial (social safety net) ini juga 

melibatkan pucuk pimpinan di pemerintah 

daerah.  

 

2 Indonesia, “INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2020.” 

mailto:rahmat.ferdian@uinjkt.ac.id
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Praktik korupsi yang dilakukan oleh 

penyelenggara negara ini semakin krusial 

dengan keberadaan UU No 19/2019 tentang 

Perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang 

KPK yang dari sisi materi maupun sisi 

prosedur formal pembentukan peraturan 

perundang-undangan dinilai bermasalah. 3  

 

Padahal, dalam penyusunan sebuah 

peraturan perundang-undangan yang 

dilakukan oleh DPR dan Pemerintah 

semestinya tidak boleh keluar dari asas 

pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik. Khususnya tentang 

keterbukaan sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 5 ayat (7) UU No 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 4 

 

Di sisi yang lain, kampanye Pancasila di 

ruang publik oleh penyelenggara negara 

dalam satu dekade terakhir ini cukup 

gencar. Seperti kegiatan sosialisasi empat 

pilar kebangsaan yang di dalamnya terdapat 

Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, 

UUD 1945, dalam temuan MPR pada 

periode 2014-2019 terungkap sebanyak 

32,8% masyarakat Indonesia atau 87 juta 

orang yang telah mengikuti sosialisasi 

empat pilar.5 

 

Belum lagi narasi publik yang disampaikan 

penyelenggara negara dengan kampanye 

“Saya Indonesia; Saya Pancasila” yang 

selalu muncul dalam peringatan hari lahir 

Pancasila pada 1 Juni setiap tahunnya. 

Dalam titik ini, Pancasila tak lebih hanya 

menjadi jargon dan lips service jika 

disandingkan dengan praktik korupsi yang 

dilakukan oleh penyelenggara negara.  

 

                                                             
3 “Menyoal Keterbukaan dan Partisipasi Publik 
dalam Revisi UU KPK.” 
4 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

Dalam konteks ini, terdapat dua masalah 

dalam pemberantasan korupsi bila 

disandingkan dengan keberadaan 

Pancasila. Pertama keberadaan UU No 19 

Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 30 

Tahun 2002 yang secara formil dan materiil 

menimbulkan masalah serius dalam 

pemberantasan korupsi di Indonesia.   

 

Secara substansial, pembentukan UU No 19 

Tahun 2019 yang disinyalir mengabaikan 

prosedur pembentukan peraturan 

perundang-undangan serta dari sisi materi 

bertolak belakang dari nilai filosofis 

Pancasila. Nilai penting dalam Pancasila 

yakni musyawarah diabaikan oleh 

pembentuk undang-undang (law maker).  

 

Semestinya, DPR dan Presiden sebagai 

lembaga pembentuk undang-undang yang 

merupakan representasi dari lembaga yang 

dihasilkan melalui proses demokrasi 

melalui instrumen pemilu dapat melakukan 

demokrasi dileberatif yang tidak hanya 

bersifat positivistik kuantitatif, melainkan 

memberikan tempat bagi asas moralitas 

melalui musyawarah.6   

 

Kesepakatan DPR dan Pemerintah dalam 

pembahasan serta persetujuan bersama 

terhadap UU KPK dalam praktiknya hanya 

menekankan pada sisi prosedural semata. 

Aspirasi publik yang muncul di luar 

Parlemen tidak dijadikan bahan penting 

dalam pembentukan undang-undang.   

 

Padahal, operasionalisasi demokrasi 

dileberatif tak lain dengan terbukanya peran 

aktif warga negara dengan membangun 

opini untuk mengontrol dan mengendalikan 

arah pemerintahan secara tidak langsung 

melalui mekanisme hukum dengan tetap 

5 Ma’ruf Cahyono, Pancasila Menjaga Harmoni 
Bangsa, hal. iii. 
6 Kaelan, MS, Negara Kebangsaan Pancasila; 
Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis Dan 
Aktualisasinya, hal. 358. 
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memerhatikan garis batas antara negara dan 

masyarakat.7  

 

Pembentukan UU No 19 tahun 2019 itu 

secara terang keluar dari spirit Pancasila 

yang menekankan pada asas musyawarah. 

Permusyawaratan yang di dalamnya 

dibukanya percakapan warga negara dalam 

pembahasan peraturan perundang-

undangan tentang peruabahan UU KPK 

tidak muncul di ruang Parlemen.  

 

Kedua, praktik penyelenggara negara yang 

erat kaitannya dengan Pancasila seperti 

berbagai kegiatan seremoni yang sering 

dilakukan oleh penyelenggara negara 

namun dalam kenyataannya tidak linier 

dengan praktik di lapangan. Padahal, jika 

penyelenggara negara menjiwai dan 

menjalankan integritas moral kemanusaan 

yang beradab semestinya akan memiliki 

sikap yang senantiasa bermoral.8 Alih-alih 

nilai Pancasila menjadi pemandu dalam 

pengelolaan penyelenggaraan 

pemerintahan, posisi dan kedudukan 

Pancasila jauh panggang dari api.  

 

Sebagaimana perspektif Karl Loeweinstein  

sebagaimana dikutip van der Tang,  nilai 

konstitusi bisa masuk kategori nilai 

normatif (value normative) dimana terdapat 

kesesuaian antara teks dengan 

implementasi di lapangan,  nilai nominal 

(nominal value) dimana nilai-nilai dalam 

sebuah konstitusi tidak sepenuhnya 

berjalan atau dalam titik paling ekstrem 

masuk kategori nilai semantik (semantic 

value) dimana konstitusi hanya menjadi 

jargon.9  

 

Dari paparan di atas dapat dirumuskan 

masalah penulisan ini sebagai berikut; 

                                                             
7 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif, Hal. 
150. 
8 Kaelan, MS, Etika Kehidupan Berbangsa, Prinsip-
Prinsip Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan 
Bernegara Berdasarkan Pancasila, hal. 70. 

pertama, bagaimana implementasi nilai 

Pancasila dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan tentang 

pemberantasan korupsi? Kedua, bagaimana 

korelasi tindakan penyelenggara 

pemerintahan dengan Pancasila dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang anti 

korupsi?  

 

Adapun tujuan penulisan ini dimaksudkan; 

pertama untuk mengetahui sejauh mana 

penyusunan peraturan perundang-

undangan di bidang pemberantasan koruspi 

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang 

dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan, Pancasila berkedudukan sebagai 

landasan filosofis. Kedua, untuk 

mengetahui keterhubungan antara sikap 

dan tindakan penyelenggara pemerintahan 

dengan nilai-nilai Pancasila dalam 

mewujudkan perinatal antikeratin.  

 

B. Pembahasan  

B.1.    Pancasila dan Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan 

Pemberantasan Korupsi  

 

Konsepsi negara hukum tidak dapat 

dilepaskan dari khazanah ilmu perundang-

undangan. Salah satu esensi negara hukum 

tak lain terdapatnya pembatasan kekuasaan 

negara terhadap perseorangan. Tindakan 

negara terhadap warga negara dibatasi oleh 

hukum. Kekuasaan yang telah ada terlebih 

dahulu merupakan batas kekuasaan 

bertindak negara.10  

  

Dalam konteks tersebut, kewenangan 

pembentukan peraturan perundang-

undangan baik yang sifatnya kolegial antara 

DPR dan pemerintah maupun mandiri 

berupa legislasi eksekutif diatur melalui 

9 van der Tang, “Documentary Constitutions – 
Notes Concerning a Comparative Inquiry,” hal. 21. 
10 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara 
Hukum, hal. 3. 
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UU No 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Pengaturan ini dimaksudkan 

agar produk peraturan perundang-

undangan tidak menyimpang baik dari sisi 

prosedur pembentukan (formil) maupun 

aspek materiil peraturan perundang-

undangan.  

 

Prosedur pembentukan peraturan harus 

dipastikan melalui mekanisme 

pembentukan peraturan perundang-

undangan. Sebagaimana disebut I.C van der 

Vlies11 terdapat lima asas formal 

pembentukan peraturan perundang-

undangan yakni: 

1. asas tujuan yang jelas 

2. asas organ/lembaga yang tepat 

3. asas perlunya pengaturan  

4. asas dapatnya dilaksanakan 

5. asas konsensus 

 

Adapun asas materiil pembentukan 

peraturan perundang-undangan meliputi:  

1. asas tentang terminologi dan 

sistematika yang benar 

2. asas tentang dapat dikenali 

3. asas perlakuan yang sama dalam 

hukum  

4. asas kepastian hukum  

5. asas pelaksanaan hukum sesuai 

keadaan individual 

 

 

Perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

telah lama diinisiasi Parlemen, dimulai dari 

DPR Periode 2009-2014 silam. Perubahan 

UU KPK menjadi salah satu rancangan 

                                                             
11 A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu 
Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang 
Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - 
Pelita IV,” hal. 330-331. 
12 R Ferdian Andi R, “Politik Hukum Media Sosial 
Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undang-undang (RUU) inisiatif dari DPR. 

Namun, saat itu, rencana perubahan UU 

KPK urung dilakukan. Aspirasi publik 

berupa penolakan terhadap rencana 

perubahan UU KPK begitu kuat khususnya 

melalui di media sosial. Saat itu, penolakan 

perubahan UU KPK menjadi tren topik 

pembicaraan (trending topic) di media 

sosial.12  

 

Rupanya, rencana perubahan UU KPK itu 

tak pernah padam dari Parlemen. Di 

penghujung DPR periode 2014-2019,  

usulan perubahan UU KPK kembali 

mencuat. Berbeda dengan rencana 

perubahan UU KPK pada tahun 2012, 

perubahan UU KPK tahun 2019 ini berjalan 

mulus.  

 

Perubahan UU KPK dimulai dari masuknya 

perubahan UU KPK dalam daftar program 

legislasi nasional (prolegnas), meski 

sebelumnya perubahan UU tersebut tidak 

masuk dalam daftar prolegnas prioritas 

tahun 2019 hingga berlanjut pembahasan 

dan peresetujuan bersama DPR dan 

Pemerintah. Proses tersebut tak 

membutuhkan waktu lama, hanya 

memakan waktu 13 hari. 13  

 

Secara ekstrem, proses perencanaan dan 

pembahasan perubahan UU KPK tersebut 

menunjukkan sengkarut politik hukum 

pemerintahan Jokowi. 14 Dalam kasus 

perubahan UU KPK, terjadi keberjarakan 

antara cita hukum dengan praktik di 

lapangan. Saat kampanye dalam pemilu, 

Jokowi menyuarakan penguatan KPK 

melalui Nawacita, namun dalam praktik di 

Undangan Studi Rencana Revisi UU No 30 Tahun 
2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi,” hal. 92. 
13 “Proses Kebut UU KPK dalam 13 Hari hingga 
Ruang Paripurna yang Kosong - Nasional 
Katadata.co.id.” 
14 R. Ferdian Andi R, Politik Hukum Era Jokowi, hal. 
99. 
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lapangan pemerintah melahirkan produk 

legislasi yang justru melemahkan KPK. Di 

poin ini menunjukkan lemahnya politik 

hukum pemerintahan Jokowi.15  

 

Aspirasi, partisipasi yang diekspresikan 

melalui aksi demonstrasi oleh publik atas 

perubahan UU KPK itu tak dihiraukan oleh 

pemerintah dan DPR. Padahal, dari sisi 

proses pembentukan peraturan perundang-

undangan termasuk dari sisi materiil, 

perubahan UU KPK itu dinilai penuh 

masalah.  

 

Proses pembahasan yang mengindahkan 

aspirasi dan partisipasi publik jelas 

bertentangan dengan UU No 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan dan Peraturan 

Presiden No 87 Tahun 2014  tentang 

Peraturan Pelaksana UU No 12 Tahun 

2011. Dalam ketentuan tersebut, konsultasi 

publik menjadi instrumen penting dalam 

pembentukan peraturan perundang-

undangan yang dalam kenyataannya 

diabaikan.  

 

Keterlibatan masyarakat dalam proses 

pembentukan peraturan perundang-

undangan merupakan hak yang dimiliki 

warga negara. Hal ini tertuang  di pasal 96 

ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 serta Pasal 

188 ayat (1) Perpres No 87 Tahun 2014.   

 

Di Pasal 2 ayat (3) Permenkumham No 11 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Konsultasi Publik dalam Pembentukan 

Peraturan Perundang-undagan dinyatakan 

konsultasi publik dilakukan mulai dari 

tahap perencanaan, penyusunan hingga 

                                                             
15 Ferdian Andi, “Lemahnya Politik Hukum Jokowi.” 
16 Ferdian Andi, “Riset Opini Publik Dalam Legislasi 
RUU Cipta Kerja.” 
17 B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal 
Drafting & Desain Naskah Akademik, hal. 171. 
18 McKulka, “The Resilience of Nations Is Manifest 
in Their Ability to Anticipate and Prepare for Shocks, 

pembahasan.  Konsultasi publik memiliki 

uji publik yang meniscayakan proses 

diskursif antara warganegara dengan 

negara melalui ruang publik melalui 

mekanisme hukum dalam bentuk 

dibukanya ruang partisipasi publik seluas-

luasnya.16  

 

Secara terperinci, partisipasi masyarakat 

pada tahap perencanaan dan penyiapan 

RUU terdiri dari: a. partisipasi masyarakat 

dalam bentuk penelitian; bdalam bentuk 

diskusi; c. lokakarya dan seminar; d. dalam 

bentuk pengajuan usul inisiatif; e. dalam 

bentuk perancangan terhadap suatu RUU. 

 

Sedangkan partisipasi masyarakat pada 

tahap pembahasan UU berupa: a. audiensi 

dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat 

Umum (RDPU); b. mengajukan RUU 

alternatif; c. masukan melalui media cetak; 

d. masukan melalui media elektronik; e. 

unjuk rasa; f. diskusi, lokakarya dan 

seminar.  

 

Partisipasi masyarakat dalam tarikan nafas 

yang sama merupakan prasyarat dan 

representasi dari pemerintahan yang 

demokratis. Tanpa ada partisipasi, 

keberadaan negara demokrasi tidak akan 

terwujud.17  Salah satu indikator 

pengelolaan pemerintahan yang baik (good 

governance) menurut United Nation 

Development Program (UNDP) dengan 

memasukkan partisipasi dan inklusi sebagai 

salah satu indikator pengelolaan 

pemerintahan yang baik.18  

 

Posisi partisipasi publik yang linier dengan 

konsultasi publik ini bila disandingkan 

Which, in Turn, Depends on the Technical 
Capacities of Organizations and Institutions at the 
Front Lines of Crisis Response, the Overall 
Functioning of Country Systems, and the 
Governance Structures That ‘Set the Rules of the 
Game’.,” hal. 279. 
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dengan proses perubahan UU No 30 Tahun 

2002 yang telah diubah menjadi UU No 19 

Tahun 2019, maka akan terungkap proses 

pembentukan peraturan perundang-

undangan yang minim dalam pelibatan 

partisipasi masyarakat.   

 

Esensi partisipasi masyarakat tak lain 

merupakan ekspresi percakapan warga 

negara dengan negara melalui proses 

diskursif sehingga tidak tersumbatnya 

komunikasi politis19 khususnya dalam 

proses pembentukan peraturan perundang-

undangan.  Di sisi yang lain, ekspresi 

komunikasi antara warga negara dan negara 

tak lain sebagai pengejawantahan dari nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila.  

 

Sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang 

Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 

dalam Permusyawaratan Perwakilan 

Rakyat” secara esensial merupakan 

musyawarah yang menjadi ciri khas 

Indonesia. Bung Hatta menyebutkan, 

kedaulatan rakyat yang tumbuh di 

Indonesia yang berakar dari pergaulan 

hidup sendiri yang bersifat kolektivisme.20  

 

Sayangnya, sifat kolektivisme justru tak 

terwujud dalam proses pembahasan 

perubahan UU KPK. DPR dan Pemerintah 

jalan sendiri dengan mengabaikan aspirasi 

dari publik. Justru yang terjadi 

keberjarakan antara rakyat yang diwakili 

dengan DPR dan Pemerintah yang 

mewakili. Alh-alih terjadi kebersamaan 

antara rakyat dengan wakilnya, proses 

pembahasan perubahan UU KPK justru 

melahirkan ketidakbersamaan antara 

keduanya.    

 

                                                             
19 F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif, hal. 
150. 
20 Yudi Latif, Negara Paripurna; Historitas, 
Rasionalitas Dan Aktualitas Pancasila, hal. 385-
386. 

Mestinya, kedudukan Pancasila dalam 

pembentukan peraturan perundang-

undangan tidak hanya fokus pada aspek 

materiil penyusunan peraturan perundang-

undangan sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011 yang 

berbunyi “Pancasila merupakan sumber 

segala sumber hukum”, namun lebih dari 

itu aspek prosedur pembentukan peraturan 

perundangan-undangan (formil) 

seharusnya juga berpijak pada nilai yang 

terkandung dalam Pancasila.  

 

Aspek prosedur pembentukan perundang-

undangan memang tak dapat dipungkiri 

tidak terlepas dari proses politik di 

parlemen. Ini mengonfirmasi tentang 

korelasi politik dan hukum, khususnya 

dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan.21   

 

Namun demikian, norma yang terkandung 

dalam beleid pembentukan peraturan 

perundang-undangan UU No 12 Tahun 

2011 dan nilai prinsipil yang terkandung 

dalam Pancasila dan UUD 1945 mestinya 

tidak bisa disimpangi. Pembuat undang-

undang (law maker) seharusnya dapat 

memilah mana proses politik praktis dan 

mana proses politik yang berdimensi 

kenegaraan dan kebangsaan. Politik 

kenegaraan dan kebangsaan semestinya di 

atas kepentingan berjangka pendek dan 

pragmatis.   

 

Risiko dari proses yang mengabaikan 

prinsip dasar penting dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan, UU No 19 

Tahun 2019 ini telah diuji formil sekaligus 

uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK).  

Dalam putusannya, MK membatalkan 

sejumlah norma secara bersyarat. Kendati 

21 Moh. Mahfud M. D, Politik Hukum di Indonesia, 
hal. 5. 
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secara prosedur formil, UU No 19 Tahun 

2019 tentang KPK tidak bertentangan 

dengan UUD 1945, meskipun terdapat 

salah satu hakim MK yang memiliki 

pandangan berbeda.  

 

Melalui putusan MK nomor 70/PUU-

XVII/201922 tentang pengujian materiil UU 

No 19 Tahun 2019 yang diajukan Fathul 

Wahid, dkk ini, mahkamah memutus 

beberapa hal penting terkait dengan desain 

KPK.  

 

Pertama kendati MK memtuskan KPK 

tetap dalam rumpun eksekutif, namun 

mahkamah menggarisbawahi dalam 

menjalankan tugasnya KPK bersifat 

independen dan bebas dari pengaruh 

kekuasaan manapun. “Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang selanjutnya disebut Komisi 

Pemberantasan Korupsi adalah lembaga 

negara dalam rumpun kekuasaan ekskeutif 

yang dalam melaksanakan tugas 

pemebrantasan tindak pidana korupsi 

bersifat independen dan bebas dari 

pengaruh kekuasaan manapun”.  

 

Kedua, MK juga memutuskan frasa dalam 

Pasal 12C ayat (2) 

“dipertanggungjawabkan kepada Dewan 

Pengawas” bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat secara bersyarat 

sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan 

kepada Dewan Pengawas”. MK 

membatalkan frasa 

“dipertanggungjawabkan kepada Dewan 

Pengawas” menjadi “diberitahukan kepada 

Dewan Pengawas”.  

 

Ketiga, frasa dalam Pasal 40 ayat (1) UU 

No 19 Tahun 2019 “tidak selesai dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” 

terkait penyidikan dan penuntutan, dinilai 

                                                             
22 “Putusan_mkri_7834.Pdf.” 

mahkamah bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 

mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak 

selesai dalam jangka waktu paling lama 2 

(dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya 

Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan (SPDP)”.  Mahkamah memberi 

limitasi penghentian penyidikan dan 

penuntutan itu terhitung sejak terbitnya 

SPDP.  

 

Dalam putusan nomor 79/PUU-XVII/2019 

tentang pengujian formil UU No 19 tahun 

2019 tentang perubahan UU No 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Dalam 

putusannnya, MK berpendapat keberadaan 

UU No 19 Tahun 2019 tidak melanggar 

prosedur pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Namun demikian, 

terdapat pendapat yang berbeda muncul 

dari salah satu hakim MK yakni Wahidudin 

Adams.  

 

Hakim Wahidudin Adams dalam 

pendapatnya menyebutkan pembentukan 

undang-undang KPK bertentangan dengan 

UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat. Menurut 

Wahidudin, prosedur perubahan UU KPK 

memiliki persoalan konstitusionalitas dan 

moralitas yang sangat serius. 23 

 

Sejumlah argumentasi yang melandasi 

pendapat Hakim Wahidudin Adams 

tersebut yakni penyiapan daftar 

inventarisasi masalah (DIM) yang 

dilakukan Presiden terhadap Draft UU KPK 

yang merupakan inisiatif DPR ini tak 

kurang dari 24 jam yang terhitung sejak 

rapat kerja pertama pada 12 September 

2019 dan rapat panitia kerja pada 13 

September 2019.  

 

23 “Putusan_mkri_7838.Pdf.” 
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“Akselerasi penyusunann DIM oleh 

Presiden (beserta supporting system yang 

ada di dalamnya) secara luar biasa ini jelas 

menyebabkab minimnya partisipasi 

masyarakat, sangat minimnya masukan 

yang selama ini umumnya diberikan secara 

tulus dan berjenjang (bottom up) dari 

supporting system yang ada, serta sangat 

minimnya kajian dan analisis dampak 

terhadap pihak yang akan melaksanakan 

ketentuan undang-undang a quo (in casu 

KPK)”24.  

 

B.2. Pancasila dan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Anti Korupsi  
Posisi Pancasila dalam sistem hukum di 

Idonesia merupakan cita hukum 

(rechtsidee) yang menguasai hukum dasar 

tertulis maupun hukum dasar yang tidak 

tertulis. Menurut Rudol Stamler (1856-

1939) sebagaimana dikutip A. Hamid S 

Attamimi, cita hukum merupakan 

keharusan untuk mengarahkan hukum 

kepada cita-cita yang dinginkan masyaraat. 

Cita hukum berfungsi sebagai bintang 

pemandu (leitstern) bagi terciptanya cita-

cita masyarakat.25  

 

Kedudukan Pancasila yang begitu penting 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

ini menjadi ruh dalam setiap peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Dalam 

konteks tersebut, Pancasila berkedudukan 

sebagai landasan filosofis dalam 

pembentukan peraturan perundang-

undangan. Nilai-nilai Pancasila melatari 

setiap peraturan yang diundangkan di 

Indonesia.  

 

Dengan kata lain, secara praksis Pancasila 

hakikatnya telah menjadi bagian tak 

terpisahkan bagi penyelenggara negara 

dalam menjalankan roda pemerintahan. 

                                                             
24 “Putusan_mkri_7838.Pdf.” 
25 A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu 

Mulai dari berbagai peraturan perundang-

undangan yang meniscayakan dilandasi 

spirit Pancasila hingga kegiatan yang 

digelar oleh penyelenggara pemerintah 

yang lekat dengan Pancasila.  

 

Dalam perspektif Masaji Ciba, 

sebagaimana dikutip Ratna Lukito, dalam 

sebuah negara bangsa, setidaknya terdapat 

tiga lapis hukum yang saling berkorelasi 

satu dengan lainnya. Ketiga lapis hukum 

tersebut yakni hukum resmi (official law) 

dan hukum tidak resmi (unofficial law) 

serta postulat hukum (legal postulate). 

Adapun Pancasila, berkedudukan sebagau 

legal postulate (postulat hukum) yang 

berarti segala ide, cita-cita, dan nilai hukum 

resmi maupun tak resmi. 26 

 

Pancasila yang merupakan manifestasi dari 

cita-cita, serta nilai hukum baik yang resmi 

dan tidak resmi, belum terlaksana dengan 

baik khususnya bagi penyelenggara 

pemerintahan. Surplus berkegiatan 

Pancasila yang berada di lingkungan 

penyelenggara pemerintahan ini tidak linier 

dengan kondisi obyektif di lapangan. 

Terlibatnya sejumlah penyelenggara 

pemerintahan dalam kasus korupsi 

menimbulkan tanda tanya besar tentang 

bagaimana pemahaman Pancasila oleh 

penyelenggara pemerintahan?  

 

Dalam konteks tersebut, Pancasila belum 

mewujud sebagai kebudayaan. 

Kebudayaan, menurut J.J. Honingmann, 

sebagaimana disebutkan Koentjoroningra,t 

mewujud dalam tiga gejala kebudayaan 

yakni pertama ideas yang di dalamnya 

berupa ide, gagasan, norma, peraturan dan 

sebagianya, kedua activities yakni berupa 

aktivitas serta tindakan berpola dari 

manusia dalam masyarakat dan ketiga 

Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang 
Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - 
Pelita IV,” hal. 308-309. 
26 Ratna Lukito, Postulat Hukum Pancasila, 65. 
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artifacts yakni berupa benda dari hasil 

karya manusia. 27 

 

Padahal, mestinya, Pancasila mewujud 

sebagai kebudayaan yang setidaknya dalam 

dua bentuk sekaligus yakni ideas sekaligus 

activities. Pancasila yang menjadi sumber 

segala dari sumber hukum secara 

determinan berkedudukan menjadi nilai 

filosofis dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Setiap produk hukum yang diterbitkan oleh 

pembentuk undang-undang (law maker) 

maupun penyelenggara adminisitrasi 

negara berkewajiban menjadikan Pancasila 

sebagai nilai dasar yang esensial dalam 

setiap rumusan norma. Tentu, di dalamnya 

mencakup aspek formil, prosedur 

pembentukan peraturan perundang-

undangan maupun aspek materiil, substansi 

norma.  

 

Wujud Pancasila sebagai kebudayaan, juga 

mewujud dalam bentuk tindakan yang 

sistemik dari manusia dalam kehidupan 

masyarakat. Secara konkret, Pancasila 

inherent dalam pola tindakan manusia 

dalam sistem bermasyarakat. Pancasila 

telah menyatu dalam sistem dan pola 

kehidupan masyarakat. Selain mewujud 

sebagai kebudayaan, Pancasila harus 

ditempatkan sebagai perangkat nilai yang 

operasional bagi seluruh masyarakat 

Indonesia, khususnya para penyelenggara 

pemerintahan. Pancasila diterapkan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Setiap 

tindakan penyelenggara pemerintahan yang 

secara formal diwujudkan melalui produk 

regeling maupun beschikking baik 

kewenangannya bersifat atribusian maupun 

delegasian, maupun tindakan pemerintahan 

baik yang terikat maupun tidak terikat 

(freies ermessen) harus dalam koridor nilai 

                                                             
27 Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, 
150. 

etik Pancasila. 28 Padahal lima sila yang 

terkandung dalam Pancasila secara 

akumulatif memiliki peran kuat untuk 

mencegah tindakan koruptif penyelenggara 

pemerintahan. Secara operasional, 

Pancasila dapat mencegah tindakan 

koruptif penyelenggara pemerintahan.29   

 

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa 

menjadi esensi seorang manusia untuk tidak 

bertindak koruptif. Pikiran dan tindakan 

penyelenggaraan pemerintahan didasari 

pada nilai ketuhanan yang bersifat 

universal. Nilai ketuhanan tidak direduksi, 

disimplifikasi dan dimanipulasi dengan 

sekadar simbolisasi semata.  

 

Begitu pula di sila kedua Pancasila 

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” 

akan melahirkan tindakan penyelenggara 

pemerintahan yang tidak merugikan 

kepentingan publik serta menguntungkan 

pihak-pihak tertentu. Nilai kemanusiaan 

menjadi dasar dalam perumusan kebijakan 

publik.  

 

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia” menjadi 

landasan bagi penyelenggara pemerintahan 

untuk menempatkan setiap kebijakan 

publik dalam rangka menciptakan 

kohesivitas masyatakat. Tindakan koruptif 

yang dilakukan penyelenggara 

pemerintahan dipastikan tidak 

memerhatikan aspek persatuan nasional. 

Korupsi telah membelakangi kepentingan 

publik yang beririsan dengan persatuan.  

 

Sila keempat Pancasila yang 

menitikberatkan pada mekanisme 

musyawarah dan sistem perwakilan 

memiliki pesan yang kuat tentang 

permusyawaratan menjadi jalan utama 

untuk menyelesaikan persoalan di tengah-

tengah masyarakat yang ditujukan untuk 

28 Ferdian Andi, Politik Hukum Era Jokowi-Ma’ruf, 
125. 
29 Ferdian Andi, 126–27. 
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kepentingan khalayak. Musyawarah 

mufakat tidak direduksi dengan 

kesepakatan elit pemegang kekuasaan 

formal semata.   

Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia” menjadi salah satu 

tujuan bernegara menjadi spirit penting 

dalam penyelenggara pemerintahan 

khususnya dalam perumusan produk 

kebijakan. Keadilan menjadi pagar yang 

kukuh untuk tidak melakukan tindakan 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bagi 

penyelenggara pemerintahan.  

Praktik korupsi yang dilakukan 

penyelenggara pemerintahan diakibatkan 

Pancasila sekadar ditempatkan sebagai 

konten yang atributif-simbolik baik berupa 

pernyataan maupun asesori yang artifisial. 

Membudayakan Pancasila  dalam 

penyelenggaraan pemerintahan belum 

berjalan optimal.  

C. Kesimpulan dan Saran   

1. Kedudukan Pancasila dalan negara 

Indonesia tidaklah sekadar menjadi 

dasar negara. Pancasila selaian 

menjadi kaidah pokok yang 

fundamental (philopische 

groundslag). Pancasila secara 

operasional menjadi perangkat nilai  

yang berfungsi sebagai koridor 

filosofis dalam perumusan aturan 

formal yang mengikat khlayak.  

2. Pancasila juga secara operasional 

dapat menjadi panduan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang 

berkarakteritisik anti korupsi. Setiap 

sila yang terdapat dalam Pancasila 

secara operasional berfungsi 

mencegah, menangkal sekaligus 

melawan praktik korupsi.  

Kedua aspek di atas, pada akhirnya 

mengondisikan Pancasila mewujud dalam 

kebudayaan masyarakat Indonesia yang 

tertuang baik dalam bentuk norma 

peraturan maupun dalam tindakan yang 

menjadi pola dalam kehidupan masyarakat.  

Untuk menghadirkan Pancasila menjadi 

nilai yang terinternalisasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara khususnya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang 

berkarakteristik antikorupsi harus 

dilakukan langkah-langkah konkret sebagai 

berikut: 

1. Dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan, Pancasila tidak 

sekadar menjadi aksesori yang 

tertuang dalam konsideran peraturan 

perundang-undangan. Namun nilai 

Pancasila harus mewujud mulai dari 

aspek formil dan materiil mulai 

tahapan perencanaan, perancangan, 

pembahasan, pengesahan hingga 

pelaksanaan undang-undang.  

2. Dibutuhkan langkah konkret bagi 

penyelenggara pemerintahan untuk 

menginternalisasi nilai-nilai Pancasila 

sebagai perangkat nilai untuk 

mencegah dan melawan korupsi. Jika 

Pancasila dipahami dan diinternalisasi 

dengan baik, secara determinan 

menjadi penangkal praktik korupsi.  
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